PUTUSAN
Nomor : 35 K/Pid/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa: perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan
sebagai berikui :

Mahkamah Apgung tersebut;

bMembaca Putusan Pengadilan MNeger Jakaria Selatan tanggal 2 Mei
2001 MNomor i 11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel., dalam putsan mana
Pemohon Kasasi/Termohon Praperadilan :

JARSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA eq. JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA KHUSUS, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin
Mo, | Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanys BARMAN ZAHIR, SH, TARWO HADE SADJURL SH., LW,
MERE, SH., M. FARELA, SH., M. SIDIK LATUCOWNSINA, SH.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2001;
Pemohon Kasasi dahuly Termohon Praperadilan;

melawan

Marsekal Madya (Purn) Prof. DR. [r; GINANJAR KARTASASMITA,
bertempat tinggal di Jalan Widva Chandra V No. 20 Jakarta Selatan,
dalam hal ini diwakili cleh kuasanya MUCHYAR YARA, SH MH.,
MOHAMMAD ASSEGAF, 5H,, O.C. KALIGIS, SH., TH. HUTABARAT,
5H., Kolonel CHK. YACOB LUNA SUMUK, SH., Letnan Kolonel
CHK. PAYAMAN FANGARIBUAN, 5H. Y3, PURWANING M.
YANUAR. SH.,MCL,CN. berdasarkan Sorat Kuasa Khusus tanggal 19
April 2001;

Termohon Kasasi dahuly Pemohon Praperadilan;

Termohon/Tersangka mengajukan permohonan pemeriksaan Pra-
peradilan terhadap Femohon dengan alasan-alasan sebagai berikut: ¢

. Permohonan pemeriksaan Praperadilan ini didasarkan pada ketentu-
an Pasal | butir 10 juncto Pasal 77 sid Pasal 83 KUHAF;

2. Bahwa sanpat keberatan atas tindakan Termohon yang menerbitkan
Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/FIP/04/2001 tangzal
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|7 April 2001 juncto Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan
tanggal 18 April 2001, masing-masing atas nama Tersangka Prof
DR, Ir. Ginanjar Kartasasmita yang seluruhnya dilakukan tanpa
dasar hukum yang sah dan bersifat melawan hukuim;

3, Bah:.ua Pemohon telah ditahan di Rutan Kejakssan Apung RI
terhitung tanggal 6 April 2001 dan kemudian Pemohan mfﬂga_iuknn
permohanan  Praperadilan - melalui Pengadilan Meperi Jakarta
Selatan; kemudian putusan Praperadilan tanggal 2 Mei 2001 No. 07/
Pid.Prap/2001/PN_Jak Sel. telah menyatakan bahwa penalianin yang
djlakukﬂn oleh Termohon adalah tidak  sah. Meskipun telah
dinyatakan tidak sah, Termohon tetap  tidak  membebaskan/
mengeluarkan Pemohon dari Rutan Kejaksaan Apung RI. Bahwa
dengan demikian Pemohon telah ditahan di Rutan Kejaksaan Agung
Rl secara tidak sah terhitung sejak tangoal 6 April 2001

4, Btnhw;t Surat Perintah Penahanan No. 052/F/FIP/04/2001 baru
diterbitkan pada tanggal 17 April 2001 dan diberlakukan surut oleh
Termohon dengan menyebutkan bahwa Pemohon ditahan selama 20
E:I}Eat puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2001 sid 28 April

5. Bahwa dalam UU No. § Tahun 1981 maupun dalam UU Ne, 31
Tahun 1997 atau Undang-undang manapun, tidak ada ketentian
yang mengatur bahwa scorang Tersangka ditahan terlebih dahuly
baru kemudian diterbitkan Surat Perintah Penahanannya;

6. Bahwa Pemohon mohon akta apabila ada ketentuan hukum yang
membenarkan dalil Termohon tentang diaturmya penahanan terlebih
dahulu baru kemudian Penyidik mengeluarkan Surat Perintah
Penahanan,

7. Bahwa Pemohon memohon akia tentang adanya ketemtuua hukum
yang mengatur urutan-urtan berikot ¢
Tersangka ditahan di Rutan terlebih dahulu:

Baru pembuatan Surat Perintah Penahanan:
Kemudian dilakukan pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Perintah
Penahanan;

8. Bahwa dengan UU No. & Tahun 1981 (KUHAF) maupun UU No,
3_] Tahun 1997, secara tegas diatur bahwa surat penahanan
ditembuskan kepada keluarganya.

I-!a] ini membuktikan bahwa surat penahanan harus terlebih dahulu
dibuat, baru dilakukan penahanan, bukan sebaliknya, lihat Pasal 21
avatl (3) UU No. 8 Tahun 1981
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Bahwa denpan demikian, Surat Perintah Penahanan vang diprodusir
berlaku surat adalah tidak berdasarkan hukwn dan harus dinvatakan
tidak sah;
Babwa Pemohon adalah Prajurit TNI dan menjalani masa purna
bakii pada bulan Mei 1996 berdasarkan Surat Keputusan Presiden
RI No. 62/ABRI/1995 dan Surat Keputusan Kepala Staf” TN1 AU
Mo, Skep/140-TXF/11/96 tangpal 6 Februari 1996;
Bahwa Pemohon disidangkan melakokan tindak pidana korupsi
dalam pembuatan Technical Confract antara Pertamina dengan PT.
Ustraindo Petro Gas yang dibuat pada tahun [992-1993. Dengan
demikian pada saat tindak pidana yang disangka terhadap Pemohon
terjadi (rempus delictl), Pemohon masih berstatus prajurit akeif;
Bahwa meskipun Pemohon adalah Menteri Pertambangan  dan
Enérgi pada periode Marer 1988 — Maret 1993, pada wakiu i
Pemohon masih berstatus prajurit akiil dan Karenanya terhadap
Pemohon berlaku hukum acara pidana militer;
Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Mo, 31 Tahun
1977 tentang Peradilan Militer secara tegas mengamr kewenangan
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, vaitu berwenang
mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yvang pada
waktu melakukan tindak pidana adalah :
a, Prajurit;
b Disamakan dengan Prajurit;
c.. Golongan/Jawatan/Badan vang dipersamakan dengan Prajurit;
d. dan seterusnva .. ;
Dengan demikian, seorang Prajuri tunduk pada peradilan militer
didasarkan pada saat itw'wakitu melakukan tindak pidana, masih
prajurit akiif}
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf a angka (1) Surat
Keputisan Panglima ABRI No. Kep/OZ/UL/1987 tanggal 21 Maret
1987 ternyata, bahwa :
a. “Pangab berindak selaku Papera terhadap Karyawan ABRI

Golongan kepangkatan ;

1) Pati dan Pamen yang memangku jabatan Ketua/Wakil

Ketua/Anggota Lembaga Tertinggi MNegara, Ketua/Wakil
Kema/Anggota Lembaga Tinggi Negara dan Menteri:

2} Dan seterusnya... "
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ahwa dengan demikian Papera dari Pemohon pada tempus delicri
‘adalah Panglima ABRI vang sekarang disebul Panglima TNI:
Bahwi selanjutnya, bahwa : “Tersangka anggota ABR] yang telah
diberhentikan dari dinas aktif dan perkaranya belum dilimpahkan
yang bertindak selaku Papera adalah dari kesatuan terakhir atau
Papera lain yang ditunjuk oleh Panglima ABRI atau Kas
Angkatan/Eapolri”
Dari  ketentuan tersebut  di atas, dapat disimpulkan bahwa
kewenangan Papera dan kewenangan Ankum bagi seorang prajurit
yang perkaranya ditangani sételah pensiun, tetap berada pada
Ankum/Papera;

Bahwa tindakan penahanan vang dilakukan oleh Termohon atas diri
Pemohon adalah tidak sah. Apabila undang-undang secara tegas
telah mengatur bahwa kewenangan menahan seorang Prajurit TNI
ada pada Atasan Yang Berhak Menghukum (vide Pasal 78 UU No.
31 Tahun 1997):

Tetapi dalam kasus yang terjadi pada Pemohon, penahanan atas diri
Pemohon dilakukan oleh Termohon kewenangan ini diketahui
sendiri oleh Termohon dan karenanva Termohon minta kepada
Panglima TSI untuk mengeluarkan perintah penahanan atas diri
Pemolon. Akan tetapi, Termohon tetap melakukan penahanan pada
tanggal 1§ April 2001, Oleh karena itu, penahanan yang dilakukan
terhadap Pemohon harus dinvatakan tidak sah:

Bahwa kewenangan uniuk menahan seorang Prajurit TNI yang
diduga melakukan suatu tindak pidana ada pada tangan Atasan yang
Berhak Menghukum (Ankum) sesuai dengan ketentuan Pasal 78 avat
(1) ULl No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi
sebagai berikut :

“Untuk kepentingan penyidikan, Atasan Yang Berhak Menghukum
dengan Surat Keputusannya, berwenang melakukan penahanan
Tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari™

Bahwa karena Termohon mengetahui secara persis ketentuan hukum
ini, maka pada tanggal 30 Maret 2001, dengan suratnya Nomer : R-
136/A/F.21/03/2001, Termohon, dalam hal ini Jaksa Agung RI
Marzuki Darusman, SH. telah meminta kepada Panglima Tentara
Masional Indonesia untuk mengeluarkan Perintah 'Penahanan atas
dirt Pemohon;

Bahwa fakia tersebut di atas membuktikan bahwa kewenangan
menahan  Pemohon  berada pada Panglima Tentara Nasional
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Indonesia dan tidak berada pada Termohon dan karena itulah
Termohon memohon agar Panglima TNI mengeluarkan Perintah
Penahanan;

Bahwa meskipun kewenangan untuk menahan Pemohon ada pada
Panglima  TNL  meskipun Termohon tidak mendapat Perintah
Penahanan Pemohon dari Panglima TN, tetapi berdasarkan Surar
Ferintah Fenahanan Nomor : Prin-032/F/FIP/04/2001 tanggal 1§
April 2001, Termohon tetap mengeluarkan perintah penahanan atas
diri Pemaohon;

Bahwa karenanya, penahanan vang dilakukan oleh Termohon atas
diti Pemohon tidaklah lebih dari bukti arogans, SEWENang-wenig
dan otoriter dari Termohon dan sama sekali tidak berdasarkan
hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum: Hal mana
sarigal bertentangan dengan Deklarasi Hak Azasi Manusia PBB
tahun 1948 dimana Indencsia adalah salah satu negara anggotanya
dan sangat bertentangan dengan Hak Azasi Manusia untuk mendapat
perlindungan yang berlaku secara universal:

Bahwa tidak ada satu Ketentuanpun dalam undang-undang No. 3
Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Khusus-
nya ketentuan Bab 1V Pasal 24 sid 27 tentang mengadili angoota
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang memberikan atau
dapat ditafsirkan memberikan kewenangan kepada IKejaksaan Apung
untuk secara langsung melakukan penahanan terhadap Pemohon:
Ketentuan Pasal 26 UL No. 3 Tahun 1971 hanya menetapkan bahwa
Termohon bertindak selaku koordinator di dalam penyidikan perkara
korupsi, tetapi tidak dapat diartikan sendiri oleh Termohon bahwa
kewenangan Atasan yang berhak menghukum (Ankum) beralih
kepada Termohon. Penahanan terhadap Prajurit TNI pada tempis
delicti harus tetap tunduk pada UU No, 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer dan tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan
hukum acara pidana militer vang barlaky;

Sebelum  Termohon melakukan penahanan terhadap Pemahon,
Termohon menulis sural kepada Panglima TNI tanggal 30 Maret
2001 Nomor R-136/A/F.21/03/2001 perihal penahanan Pemohon.
Surat itu dibalas oleh Atasan Pemohon tanggal 30 Maret 2001
Nomor R/96-16/20/01/Set yang intinya atasan Pemohon meminia
data-data mengenai Pemohon vang tidak pernah diberikan oleh
Termohon. Surat balasan mana Panglima TNI ini adalah bukan
berupa Perintah Penahanan;
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25. Bahwa penerapan ketentuan yang didasarkan pada Undang-undang

27,

30

Nomor & Tahun 1981 ataupun mendasarkan padd ketentuan Pasal 26
UL No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi untuk mana Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum
dengan alasan bahwa, Pemohon pada rempus deficyi, masih berstatus
Prajurit, sebagaimana telah diuraikan di atas, Datam Undang-undang
Nomor 3 Tahun 1971 maupun dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 (KUHAP) tidak satwpun pasal wyang  member
kewenangan kepada Termohon untuk menahan Pemohon vang
berstatus Prajurit pada tempus delic:

sekalipin Termohon tidak mendapat jawaban dari Pemohon, secara
sepihak Termolion tetap mengeluarkan surat penahanan tanggal 17
April 2001 dan Berits Acara Pelaksanann Perintah Penahanan
tangeal 18 April 2001;

Menindak lanjuti perintah penahanan tersebut, dibuatiah Berita
Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 200/ yang
hanya ditandatangani oleh Barman Zahir, SH.. Fachmi, 8H. dan Y,
Mere, SH. semuanya Jaksa Penyidik, tanpa sama sekali melibatkan
Penyidik Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayal (2}
KUHAP, karena memang Atasan Yanz Berhak Menghukum
Pemohon sampai detik ini tidak mengeluarkan perintah penahanan
sebagaimana dimohonkan oleh Termohon:

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Staf Umum TNT Nomor s KA103¢
IVIZ001 tanggal 9 April 2001 termnyata bahwa Kasum TN atas nama
Panglima TNI menjelaskan bahwa kewenangan menahan Pemohon
tidak ada pada personil Oditur Militer, tetapi hanya ada pada Atasan
Yang Berhak Menghukum {Ankum)/Papera sesuai ketentuan Pasal
78 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,

Bahwa karenanya, Surat Perintak Penahanan Nomor 032/F/FIR04/
2001 tanggal 17 April 2001 berikut Berita Acara Peluksanaan
Perintah Penahanan tangeal 18 April 2001 vang diterbitkan oleh
Termohon harus dinvatakan tidak sah:

Bahwa lembaga Praperadilan dibentuk untuk melakukan PENgAWasan

fungsional terhadap upava paksa (dwang middle) yang dilakukan
baik dalam tingkat penyidikan maupun penuntutin;

Bahwa berdasarkan arpumentasi yuridis tersebut di atas, Pemohon dapat
membuktikan :
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|.  Bahwa karena kewenangan menahan ada pada Panglima THI
Termohon mengajukan surat permohonan kepada Pangilma THI
untuk mengeluarkan perintah penahanan atas diri Pemohon;

2, Bahwa meskipun Termohon tidak memperoleh surat perintah
penahanan dari Panglima TNl sebagaimana dimohonkan oleh
Termohon, Termohon tetap menerbitkan surat perintah penahanan
pada tanggal 17 April 2001 dan melakukan penahanan pada tangaa)
18 April 2001;

3. Baohwa Surat Perintah Penahanan MNo. Prin-032/F/FIP/04/2001
tanggal 17 April 2001 ternvata berlaku surut techitung tanpgal 9
April 2001

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar
Hakim wyang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini
berkenan memberikan putusan schagai berikut ;

. Mengabulkan permohonan Pemehon;

2. Menvatakan Termohon vdak berwenang dan tidak sah dalam
melakukan penahanan atas diri Pemohon sebagaimana ternyata dari
Surat Perintah Penahanan Nomor @ Prin-052/F/FIP/04/2001 1angeal
17 April 2001 dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan
tangeal 18 April 2001 dan karenanya surat-surat térsebit harus
dinyatakan tidak sah;

3. Memerintahkan Termohon untuk membebaskan, memerdekakan,
mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Kejaksaan Apung R,
Jalan Hasanuddin No. 1 Jakarta Selatan segerafseria merta putusan
dalam perkara ini divcapkan, selambat-lambainya pada tanzgal
putusan;:

4. Memerintahkan Termohon untuk mengumumkan putusan ini dalam
semug media cetak dan media elektronik yvang ada di Indonesia;

5. Menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara;

Atau:

— Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex ague er hona)

Menimbang, bahwa dengan mempechatikan Pasal 77 sampai dergan
83 KUHAP jo. Pasal 9 ayat (1} Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun
1983 jo. Undang-undang No. 31 Tahun 1977 jo. Undang-undang No. 3
Tahun 1971 jo, Undang-undang Mo, 8 Tahun 1981 dan awran-aturan
hukum lainnya, permchonan Praperadilan dari Pemohon tersebut telah
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dikabulkan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersehut
yang amar lengkapnya berbunyi sebagai beriku :

I Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan Termohon tidak berwepang dan tidak sah dalam
melakukan penahan atas diri Pemohon sebagaimana dari Surat
Perintah  Penahanan Nomor : Prn-052/F/FIR/04/2001 tanggal 17
April 2001 dan Berita Acara Pelaksanaan Penghanan tanggal 18
April 2001; )

3. Menyatakan perpanjangan  penahanan  oleh pejabat lain  atas
permohonan, permintaan dan perintah Termohon vang dilakukan
terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah pula;

4. Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan, memerdeka-
kan dan mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Megara
Kejaksaan Agung R, Jalan Sultan Hasanuddin No. 1. Jakara
Selatan, dan/atau dari Rumah Tahanan Negara lainnya;

5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon
sejumlall Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan
harkat serta martabamnyva;

-1

Menolak permohonan Pemohon selebihnya:

. Mengingat akan akta tentang permohonan Kasasi Momor : 9/V/Akta.
Pid/2001/PN Jak.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Illakarm Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juli 2000
lermohon Praperadilan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap
putusan Pengadilan Negeri tersebur;

Memperhatikan risalah  kasasi bertanggal 25 Mei 2001 dari
Termohon Praperadilan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di
Kepaniterann Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari it juga;

Meliliat surat-surat yang bersangkutan:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah
dijatuhkan dengan hadimya Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2001
dnnl Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14
Mei 2001 serta risalah kasasi telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Mei 2001 dengan demikian
permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya t¢lah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena
it permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima
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Menimbang, bahwa keberatan-keberatan  yang  diajukan oleh
Pemohon kasasi pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa Hakim telah melampaui batas kewenangannya;

1.1

Bahwa sebagaimana dikemukakan pada butic 8 isi pokok
putusan Hakim Praperadilan di atas, Hakim menyatakan bahwa
putusan Praperadilan Jakarta Selatan Nomor @ 7/Pid.Prap/
2001/PN.Jak-Sel. tangeal 16 April 2001 yanp menvatakan
“tuntutan Pemohon  agar  Termohon  dinyatakan  tidak
berwenang dan tidak sah untuk  melakukan  penyidikan,
penahanan dan penuntutan. dinilai beralasan hukum  untuk
dikabulkan, namun hanya sebatas schelum tanggal 9 April
2001 sedangkan selelah tanggal 9 April 2001 adalah sah”
sepanjang yang menyatakan “setelah tanggal 9 Apreil 2001

-adalah sah™ dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum

{putusan a guo halaman 50 alinea kedua);

Bahwa putusan Hakim yang sedemikian Ini adalah telah
melampaul batas wewenangnya karena membatalkan atau
untuk menyatakan bahwa putusan Hakim yang setingkat tidak
memputyai kekuatan hukum adalah menjadi wewenang darj
Pengadilan yang hirarki atau tngkatannya lebih tingzi dalam
hal ini Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung;

Apabila Hakim wyang setingkat akan saling membatalkan
putusannya, maka tidak hanya akan membingungkan para
pencari keadilan akan tetapi lebih dari it akan mengeovahkan
sistem peradilan vang ada dan akan menimbulkan ketidak
tertiban masyarakat dan tidak akan tercapainya Kepastian
hukum;

Bahwa oleh karena itu, maka putusan Praperadilan ini harus
dibatalkan;

Bahwa dalam amar putusan butie yang “menyatakan perpan-
jangan penahanan oleh pejabat lain atas permohonan/permin-
taazn dan perintah  Termohon yang dilakukan terhadap
Pemohon dinyatakan tidak sah pula”

Bahwa dengan menjatuhkan putusan yang “menyatakan
perpanjangan penahanan oleh pejabat lain atas permohonan/
permintaan dan perintah Termohon vang dilakukan terhadap
Pemohon dinvatakan tidak sah pula”

Bahwa dengan menjatuhkan putusan yang amamya seperti
tersebut di atas, tidak hanya amar putusan tersebut di atas tidak
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_i'if'ﬂ-‘:r dan kabur karena tidak disebutkan siapa pejabat lain yang
dimaksud namun  Judex Factie telah melampani  hatas
WEWENAngnya:

Bahwa amar putusan tersebut tidak  didasarkan pada
permohonan dari Pemohon, karenanya Judex Factie telah
menjatuhkan putusan diluar hal-hal yang dimintakan oleh
Pemohon, dengan demikian Jfudoy an‘c: telab melampaui
batas wewenang dalam cara mengadili;

Bahwa dalam cara mengadili menerapkan  hukum  atan  tidak
menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal

2.1. Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam halaman 47 alinea

ke 3 antara lain Judex Factie memberi pertimbangan sebagai
berikut ; h
Menimbang, bahwa penunjukkan hukum acara pidana yang
mana yang digunakan oleh Tim Penyidik Koneksiras, dup:t;
dibaca dengan teliti dari bunyi kalimat dalam Pasal 89 iyat (2)
KUHAP dan Pasal 198 avat (2) UU No. 31 T ahun 1997
sebagai berikut ; .

“Penyidik ... dst. sesuai dengan wewenangnya mereka masing-
masing menurut hukum yang berlaku untuk penvidikan perkara
pidana™

Kalimat yang berbunyi “menurut hukum yang berlaku untuk
penyidikan perkara pidana” dimaksudkan adalah hulkum vane
berlaku bagi tersangka yang disidik oleh Tim Pfri‘;idjE
Koneksitas, atau dengan kata lain hukum yang bcr]ﬂku'hagi
Tim Penyidik Koneksitas dalam melakukan tindakan penyidik
ditentukan oleh siapakah tersangka yang disidik oleh an;’idik
Koneksitas.

Bahwa dengan diterapkan kerentuan Pasal 89 avat(2) KUHAP
dan Pasal 198 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 dimana Judex
Factiec memberi pertimbangan “menurut hukum vang berlaky
untuk penyidikan perkara pidana adalah ditentukan pada atau
oleh siapakah tersangka dari pelaku tindak pidana, pertim-
bangannya tersebut apabila dikaitan dengan perkara a guo,
merupakan suatu kekeliruan, dan kesalahan dalam menerapkan
hukum dalam cara mengadili, karena ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP dan Pasal 198 avat (2]
UL No. 31 Tahun 1997 adalah merupakan  ketentuan-
ketenfuan vang mengatur wewenang Penyidik Koneksitas
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masing-masing menurut hukum yang berlaku ontuk penyvidikan
perkara pidana”, dalam ruang lngkup Tim Penyidik tindak
pidana yang termasuk dalam lingkup ex Generalis".

Bahwa kekeliruan Judes Factie dalam cara mengadili tersebut
telah  menyampingkan  ketentuan-ketentvan  Khusus  fex
Specialis-yang harus diterapkan dalam perkara @ guo karena
penyidikan vang dilakukan oleh Termohon Praperadilan/
Pemohon Kasasi terhadap Pemohon/Termohon Kasasi dengan
menggunakan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971
dimana dalam Bab 11 Pasal 3 sampai dengan Pasal 13
mengatur wewenang Termehon Praperadilan/Pemohon kasasi
melakukan penvidikan dan penuntutan, Bab [11 pemeriksaan di
muka persidangan Bab [V tentang Mengadili Angpota ABRI,
dengan demikian ketentuan vang diatur dalam Undang-undang
Momor 3 Tohun 1971 adalah termasuk dalam lingkup Jex
Spesialis”

Bahwa oleh karcnanya dalam cara meéngadili sebagaimana
terbaca dari pertimbangan Judex Factie tersebul, Sudex Factie
telah menjadikan dasar pertimbangannya, menggunakan dan
mempertimbangkan ketentuan-ketentuan umum vang dijadikan
dasar dan landasan ateran-aturan hukum yang bersifat umum
dalam perkara koneksilas dan meniadakan aturan khusus
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun
1971

Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam halaman 48 alinea
ke 2 Juder Factie memberi pertimbangan bahwa Pengadilan
kurang sependapat dengan pendapat Ahli Prof. JF. Sahetapy,
SH. dan Ny. Sri Suyat, SH. dan berpendapat dengan Ahli Edi
Purwono, SH. yang sependapat babwa Hukum Acara Pidana
yang dipunakan oleh Tim Penyvidik Koneksitas ditentukan dari
Kapasitas si Tersangka. bila tersangka seorang Militer,
menggunakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1971, bila
seorang tersangka Sipil, menggunakan KUHAP.

Bahwa pertimbangan Judex Factie terscbut merupakan suatu
kekeliruan dalam menerapkan berlakunya Hukum Acara
Pidana dalam perkara a guo, yaitu hanya didasarkan pada
pertimbangan dari kapasitas si pelaku an sich, tanpa
mempertimbangkan ketentuan-ketentuan khusus yang  diatur
dalam Bab IV Pasal 24-23 dan 26 Undang-undang Nomaor 3
Tahun 1971.

Yursprdenst Mahikamah Agung B

Bahwa ketentuan-ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam
Pasal 24, 25, dan 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971
merupakan fex Spevialis dari apa yang diperimbangkan olch
Judex Factie yait ketentuan dari Siapa Pelakunya;

Bahwa Pasal 24 avat (2) Undang-undang Nemor 3 Tahun 197]
menyebutkan ;

“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan
dijalankan menurut acara yang berlaku kecuali ditentukan lain
dalam Undang-undang ini'";

Bahwa dari rumusan pasal tersebut dari makna anak kalimat
“kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”, hal ini
berarti bahwa Undang-undang meniadakan berlakunva keten-
tuan umum terhadap Kapasitas seseorang yvang Anggota ABRI,
tidak dilakukan penyidikan dan penuntutan dalam lingkungan
peradilan Militer, tapi penyidikan dan penuntutannya dilaku-
kan secara khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan 27
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yaitu menunjuk Jaksa
Agung selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum Tertingg|
memimpin, mengkoordinir tugas Kepolisian represifivustisial,
berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan;

Bahwa dengan adanya Surat Perintah Panglima TNI kepada
Tim Penyidik Oditur Militer dan Polisi Militer (bukti T-6)
untuk ditugaskan Tim Penyidik Koneksitas dibawah koordina-
si dan Pimpinan Jaksa Agung RI hal ini membuktikan bahwa
Panglima  TNI telah meleburkan tugas dan  wewenang
penvidikannyva kepada Tim Penyidik Koneksitas berdasarkan
ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971:

Bahwa oleh karena berlaku ketentuan khusus (lex spesialis)
untuk berwenang melakukan penyidikan, maka melekat pula
wewenang untuk melakukan semua tindakan  hukum/upaya
paksa vaitu melakukan penahanan, penangkapan, pemanggilan,
dan penyitaan benda-henda untuk dijadikan barang bukti;
Bahwa oleh karenanya sangat keliru dalam putusan a gitel,
Judex Factie menvatakan berlaku kewenangan Hukum Acara
dari masing-masing Penyidik;

Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam halaman 48 alinea ke
3 Judex Factie memberi pertimbangan pengertian *“pemimpin/
mengkoordinir’ sebagaimana dalam Pasal 26 Undangz-undang
Momer 3 Tahun 1971 menurut Pengadilan harus diartikan
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memberi masukan, memberikan pendapat dan petunjuk kepada
Tim Penyidik Koneksitas dalam melakikan tugas penyidikan.
Peranan Jaksa Apung selaku Penepak Hukum dan Penuntut
Umum Tertinggi memimpin/mengkoardinir tugas Kepolisian
represifivustisial dalam penyidikan perkara-perkara Korupsi
Konecksitas ditentukan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor
3 Tahun 1971 dimana Jaksa Agung untuk kepentingan penun-
tutan jika berpendapat ada cukup alasan untuk mengajukan
perkara korupsi vang dilakukan cleh tersangka Prajurit aktif
dimuka Pengadilan, maka kewenangan  Ankum  untuk
menyelesaikan  perkara  kerupsi  diluar Pengadilan  atay
memutuskan tersanpka tidak bersalah atau hanya memberikan
disiplin - militer kepada tersangkn, maka Ankum tidak
menggunakan  kewenangan  ifu. Kewendngan  memberi
pendapal kepada Ankum tersebut di atas itulah vang dimaksud
dengan  pengertian memimpin/mengkoordinir  sebagaimana
Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 (halaman 48};

Bahwa ternyata kemudian Juder Facrie membuat pertimbang-
an tentang pengertian “memimpin/mengkoordinir’” sebagai-
mana dipertimbangkan pada halaman 48 yang untuk lengkap-
nya dikutip sebagai berikut

“Dimana Jaksa Agung untuk kepentingan penuntutan jika
berpendapat ada cukup alasan untuk mengajukan perkara
korupsi yang dilakukan cleh Tersangka Prajurit akol dimuka
Pengadilan, maka kewenangan Ankum untuk meovelesaikan
perkara korupsi diluar Pengadilan atau memutuskan tersanghka
tidak bersalah atau hanva memberikan disiplin militer kepada
Tersangka, maka Ankum tidak menggunakan kewenangan itu";
“kewenangan memberi pendapat kepada Ankum tersebut di
atas itulah yang dimaksud dengan pengertian memimpin/
mengkoordinic sebagaimana  dimaksud Pasal 26 Undang-
undang Nomor 3 Tahun [971"

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex Facrie tersebut di
atas merupakan suatu kekeliruan dalam cara menerapkan
hukum atay hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya
karena membuat perlimbangan vang saling bertentangan satu
dengan yang lain dalam hal menafsirkan Jaksa Agung sebagai
Penegak Hukum dan Penuntut Umum  Tertinggi dalam
“Memimpin/Menghkoordinir™  tugas  Kepolisian  represiff
yustisial vaitu pada suvatu bagian Judex Factie herpendapat

Yurtsprudinss Mahkamah Aguog B

bahwa  memimpin/mengkoordinic itu  diartikan  memberi
masukkan, memberi pendapat dan petanjuk Tim Penyidik
Koneksitas dalam melakukan wgas penvidikan, Tetapi pada
pertimbangan  lainnya  Judex  Factie berpendapat  bahwa
memimpin/mengkoordinir itn adalah kewenangan memberikan
pendapat kepada Ankum untuk menyelesaikan perkara korupsi
dilvar Pengadilan atau memutuskan tersangka tidak bersalah
atau hanya memberikan disiplin militer kepada Tersangka,
maka menurut Judex Factie iulah yang dimaksud dengan
pengertian memimpin/mengkoordinir;

Bahwa Lunyi selengkapnya Pasal 27 Undang-undang Nomor 3
Tahun 1971 :

“Bila Jaksa Azung berpendapat bahwa ada cukup alasan unwk
mengajukan perkara korupsi dimuka Pengadilan maka keten-
tuan sebagaimana termaksud dalam Pasal 10 Undang-undang
Nomar | Dt Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 Nomor - 33)
yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana Penpadilan
Ketentaraan tidak dipergunakan’ =
Bahwa dari rumusan Pasal 27 vang bunyinya seperti tersebut
di atas, hal ini berarti bahwa Pasal 27 Undang-undang Nomor
3 Tahun 1971 mengatur tugas dan wewenang Jaksa Agung
dalam rangka melakukan Pra Penuntutan dan Penuntutan
sedangkan tugas dan wewenang Jaksa Apung dalam rangka
melakukan Penvidikan diawr dalam Pasal 26 Undang-undang
WNomor 3 Tahun 1971

Bahwa koordinasi dengan  Ankum untuk  menyelesaikan
perkara korupsi diluar Pengadilan/menjatuhkan disiplin militer
kepada Tersangka atau untuk dilakukan penuntutan disidang
Pengadilan dapat dilakukan apabila penyidikan telah selesai
dilakukan; _

Bahwa dalam tahap penyidikan, sesuni dengan ketentuan Pasal
26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, memang  Jaksa
Agung harus mengadakan koordinasi dengan Panglima TNI,
koordinasi tersebut dimaksudkan dalam rangka persiapan
penyidikan yang akan dilakukan, untuk kepentingan memben-
twk Tim Penyidik Koneksitas vang akan melakukan
penyidikan;

Bahwa ternyata dalam rangka persiapan penyidikan yang akan
dilakukan terhadap perkara Pemohon/Termohon Kasasi, maka
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Termohon/Pemohon Kasasi mengambil tindakan dan langkah-
langkah sesuai dengan ketentuan Undang-undang  sebagai
berikut |

a. Jaksa Agung membuat surat kepada Panglima Tentara
Nasional Indonesia (TN Nomer 1 R-108/AF . 2.1/03/200|
tanggal 22 Maret 2001 meminta kepada Panglima THI
untuk menunjuk dan memeriniahkan kepada Tim Penyidik
Koneksitas darl unsur THI (Oditur Militer dan Polisi
biliter) (bukti T-3);

b. Jaksa Apgung Muda Tindak Pidana Xhusus dengan Nota
Dinas Nomor : MD-091/RE/FIP032001 tanggal 22 Maret
2001 mengusulkan kepada Jaksa Agung dafiar nama-nama
personil Jaksa Penyidik untuk ditugaskan dalam Tim
Penyidik Koneksitas (bukti T-5);

c. Panglima TN, dengan Surat Perintah Nomor : SPrin-388/
IVi2001 tanggal ‘9 April 2001 memerintahkan kepada
KOLONEL CHK, SONSON BASAR, SH. NRP. 26733 dan
kawan-kawan dari unsur Oditur Militer dan Polisi Militer
untuk melakukan penyidikan perkara tersangka Marsekal
Madya (Purn) Prof. DR, Ir. GINANIAR KARTASASMITA
(Pemohon) (bukti T-4);

d. Bahwa berdasarkan usulan dari wnsur-unsur terkait pada
butic @ dan b di atas Termohon/Pemohon Kasasi
mengeluarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Momor : Kep-
14 1/ATA042001  tanpeal 9 April 2001  tentang
Pembentukan Tim Penvidik Koneksitas untuk melakukan
penyidikan perkara tersangka Marsckal Madya (Porn.)
Prof. DR. Ir. GINANJAR KARTASASMITA (bukti T-6);

e, Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tentang Pembentukan
Tim Penvidik Koneksitas terscbut, maka laksa Agung
Muda Tindak Pidana Khusus selaku Ketua Tim Penyidik
IKoneksitas mengeluarkan  Surat Perintah  Penyidikan
Nomor : Prin-05 /F/FIF04/2001 tanggal 9 April 2001
(bukti T-7);

f. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penvidikan tersebul
maka Tim Penyidik Koneksitas sesuai dengan kewenangan
menurut Undang-undang melakukan penyidikan terhadap
perkara  Pemohon/Termohon  Kasasi  termasuk  pula
memiliki wewenang untuk melakukan semua tindakan
hukum lainnya, oleh karenanya berdasarkan wewenang
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tersebut Termohon/Pemohon Kasasi berdasarkan kelentuan
Pasal 20, 21, 22 dan' 24 ayat (1) KUHAP Termohon/
Pemohon Kasasi melakukan penahanan terhadap Pemohon/
Termohon Kasasi (bukti T-8);

Bahwa Judex Factfe elah keliru dan salah menafsirkan
pengertian  “Memimpin/Mengkoordinit”  tugas  Kepolisian
represifivustisiil didalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3
Tahun 1971 ditafsirkan atau dipertimbangkan oleh Juder
Facnie adalah seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 27
Undang-undang Nomer 3 Tahun 1971, padahal pengertian
m::munpim:ml:ngknnrdinir tigas Kepolisian represifivustisiil
dalam Pasal 26 Undang-undang Momor 3 Tahun 1971 adalak
dalam rangka penyidikan, tetapi oleh Judex Factie dipertim-
bangkan dan ditafsirkan sebagai melaksanakan tugas dan
wewenang dalam rangka melaksanakan PENUNTUTAN:

Bahwa dengan demikian potusan Judex Facrie dalam perkara o
gne hiarus dibatalkan;

Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam halaman 48 alinea
ke-4 dan halaman 49 alinea ke-1 Judex Factie memberi
pertimbangan bahwa Jaksa Apung selaku Pencgak Hukum dan
Penuntut Umum Tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas
Kepolisian represifiyustisiil dalam arti ... dan seterusnya: dan
sebaliknya di tersangka tindak pidana korupsi koneksitas
adalah militer atau saat tempus deficti dilakukan tersangzka
masih militer aktif meskipun pada saat penyidikan tersanpa
sudah purnabakti. Jaksa meskipun selaku penegak hukum dan
Fenuntut Umum Tertinggi, hanya berperan non tehnis, tidak
memasuki Kewenangan tehnis substansi (materi) penyidikan
yang dilakukan Tim Penvidik Koneksitas;

Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut, didasarkan pada
ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 {1) huruf b
mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang vang
menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksana-
an fugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan
penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”

Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut jelas keliru dan
salah menafsirkan tugas dan wewenang Jaksa Agung selaku
Penegak Hukum dan Penuntut Umum  Tertingsi  dalam
memmpin/mengkoordinir tugas Kepolisian represiffyustisiil
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dalam Pasal 26 Undang-undang MNomor 3 Tahun 197]
dipertimbangkan Judex Factie sama dengan  tugas  dan
wewenang penvidik Kepolisian dalam Pasal 7 ayat (2)
KUHAP, yaitu tidak boleh memasuki teknis substansi penyidik
dan hanya berperan non teknis;
Bahwa Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 secarn
explisit mengamr pas dan wewenang Jaksa Agung selaky
Penegak Hukum dan Penuntut Umum  Tertinggi  dalam
memimpin/mengkoordinir tugas Kepolisian represifiyustisiil
datam rangka melakukan penyidikan tindak pidana korupsi
yvang dilakukan Tim Penyidik Koneksitas vang memiliki
hukum acara secara khusus (Lex Spesialis);
Kewenangan dalam melakukan penyidikan tidak terbatas pada
masing-masing unsur secara sendiri-sendici melakukan tugas
penyidikan, tapi Tim Penyidik Koneksitas yang dibentuk i
memiliki wewenang memeriksa saksi, meneliti surat-sorat,
memeriksa ahli, memeriksa tersangka, melakukan upaya paksa
{(penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain-lain sebagainya)
menurut Undang-undang;
Bahwa wewenang vang melekal tersebut berdasarkan kKetentu-
an Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, oleh
karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 terscbu
Fanglima TNl mengirim Tim Penyidik dar unsur Oditur
Militer dan POM ABRI berdasarkan Surat Perintah Panglima
THI Nomor & Sprint/388/V/2001 tanggal 9 April 2001 dan
laksa Apung Muda Tindak Pidana Khusus mengusulkan Tim
Penyidik Koneksitas dari unsur Kejaksaan berdasarkan Nota
Dinas Nomor : ND-D91/R/F/FIP/O3/2001 tanggal 22 Maret
2001 mengusulkan kepada Jaksa Agung untuk membentuk
Tim Penyidik Koneksitas, selanjutnya Jaksa Apung mem-
bentuk Tim Penyidik Koneksitas berdasarkan Surat Keputusan
Momaor : Kep-051/A/JAMD42001 anggal 9 April 2001;
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Apung MNoinor |
Kep-031/AJAN04/2001 tangeal 9 April 2001 pengangkatan
Tim Penyidik Koneksitas, maka Tim Penyvidik Koneksitas
memiliki wewenang penuh sebagai Penyidik untuk melakokan
semua tindakan hukum;
Bahwa wewenang Tim Penyidik Koneksitas tersebut termasuk
dalam lingkup wewenang untuk secara khusus melaksanakan
ketentuan Pasal 25, 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971,
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hal ini berarti melakukan ketentuan-ketentuan yang berlakuy
secara khusus (lex Spesialis);

Bﬂh‘r‘lr'ﬁl Judex Factie telah kelirn menalsirkan wewenang
?enyndlk Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam Pasal 7 avat (2}
Jo. Pasal 6 avat (1) huruf b KUHAP karena secara c‘xptisqir
wewenang Penvidik Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 7 ayat
(2) dalam hal melakukan penyidikan “dalam  pelaksanaan
tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik
Polri, apabila penyidikan tersebut menyangkut tindak pidana
umiim atau tindak pidana tertentu yang oleh Undang-undang
secara explisit ditentukan bahwa koordinir dan pengawasan
Berada dibawah penyidik Polri:

Sgdangkan Penvidik Tindak Pidany  Khusus sebagaimana
diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971

secara explisit mengatur secara khusys lugas dan wcwunnng.
Jaksa Agung dalam melakukan penyidikan;

Bahwa oleh karenanya Judex Factie lelah salah dan keliry
menafsirkan ketentuan Pasal 7 ayar (2) KUHAP, dimana Judex
Factie mempertimbangkan bahwa tugas dan wewenang Jaksa
r_ftf,.g,ung dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971

“tidak boleh memasuki teknis substansi penyidikan dan hanya
betperan non teknis” )

Bahwa pertimbangan Judex Factie vang demikian ity merupa-

kan pertimbangan yang keliru dan salah dalam menerapkan
hukum;

Bahwa Juder Factie dalam memberikan pertimbangan hukum
telah menggunakan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun
.1 _*}I?I. padahal tempus delicti adalah Undang-undang Nomor 3
Fahun 1971 vang secara explisit telah mengatyr tentang iukum
acaranya dalam Bab IV Pasal 24 sampai dengan 27. Apahila
Judex Factie konsekwen dengan pendapatnya dalam menerap-
kanl U_ndang—undang Nomor 3 Tahun 1971, seharusnva tidak
apriort menolak pendapat Ahli Prof. J.F. Sahetapy, SH. dan
Ny. Sri Suyatni, SH. dan berpendapat bahwa Ketetapan MPR
Nomor : VIIIMPR/2000 hanya merupakan “wacana dan Just
contitwendium™ tapi seharusnya Judex Faciie yang berfungsi
untuk menggali dan menemukan hukum (recht toe passing)
seharusnva mengeunakan Ketetapan MPR tersebut sr,bngai'
sumber hukum dan merupakan penjelmaan dari kehenduk
rakyat dalam rangka  menegakkan supremasi - hukum  di

Yuruprudens Mahkamal Agirg R 399




400

Indonesia dan hal tersebut sesuai pula Ketetapan MPRS
Nomaor : XX/MPRS/1966 dan Nomor = IT/MPR/2000 tentang
Sumber Hukum yang menegaskan bahwa perundang-undangan
yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa oleh karenanya, Sudex Factie dalam cara mengadili dan
memeriksa perkara a quo, tidak melaksanakan jiwa dari TAP
MPR Mo, VIIMPRZ2000 vang merupakan jiwa dan semangat
seria kehendak rakyat dalam reformasi hukum di era reformasi
sekarang ini oleh Karemanyn Jwdex Focrie dalam cara
mengadili tersebut tidak didasarkan pada peraturan hukum/
peraturan hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Bahwa Judex Factie telah tidak menerapkan hukum pembuktian
tidak sebagaimana mestinya, vaitu dalarm hal :

a. Mota Dinas Womor @ ND-O9 /RVEFIR03/2001 tangoal 22 Mare
2001 tentang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
mengusulkan kepada Jaksa Apung dafiar nama-nama personil
Jaksa Penyidik untuk ditugaskan dalam Tim Penyidik Koneksitas
{bukti T-3);

b. Surat Perintah Panglima TNI Nomor : Sprint/388/1V/2001
tanggal 9 April 2001 yang memerintahkan kepada KOLONEL
CHE. 5ONSON BASAR, SH, NRP. 26733 dan kowan-kawan dar
unsur Oditur Militer dan Polisi Militer -unmuk melakukan
penyidikan perkara tersangka Marsekal Madya (Pum) Prof. DR,
Ir. Ginanjar Kartasasmita (Pemohon) (bukti T-4};

c. Sorat Keputusan Jaksa Agung Nomor ; Kep-141/A/JA/04/200)
tanggal 9 April 2001 tentang Pembentukan Tim  Penyidik
Koneksitas untuk melakukan  penyidikan perkara tersangka
Marsekal Madya (Purn)) Prof, DR, Ir. Ginanjar Kartasasmita
(bukti T-6);

d. Sorat Perintal Penyidikan dari Ketua Tim Penyidik Koneksitas
Nomor ; Prin-05 /F/FIP/04/2001 1angeal 9 April 2001 kepada
Tim Penyidik Koncksitas untuk melakukan penyidikan perkara
Marsekal Madya (Purn.) Prof. DR. Ir, Ginanjar Kartasasmita
{bukti T-T};

e. Surat Perintah Penahanan Momor @ Prin/032/F/FIP/04/2001
tanggal 9 April 2001 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Penyidik
Koneksitas untuk melakukan penahanan terhadap tersangka
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Marsekal Madva (Pumn.) Prof. DR. Ir, Ginanjar Kartasasmira
{bukti T-8);
[, Berita Acara Pelaksanaan Penahanan yang dikeluarkan oleh Tim

Prfn}-idik Koneksitas tentang Pelaksanaan terhadap Prof. DR Ir.
Ginanjar Kartasasmita (bukti T-9):

Bahwa apabila bukti surat-surat tersehut dipertimbangkan aleh
Judex Factic dalam hubungan dan kaitannya dengan tugas dan
wewenang Termohon/Pemobon  kasasi sesuai dengan ketentuan
Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, tentunya Judex
Factie akan berpendapat bahwa penyidikan dan penahanan yang
dilakukan oleh Termohon/Pemohon kasasi sah menurut  hukum
karena bukti surat-surat tersebut diterbitkan dalam lingkup dan tugas
wewenang sesuai dengan ketentuan Undang-undang oleh karenanya
sah menurut hukum, dengan demikian Termohon/Pemohon kasasi
memiliki  wewenang  untuk  melakukan penahanan  terhadap
Pemohon/Termohon kasasi, karena penahanan tersehut merupakan
salah satu kewenangan dari Tim Penyidik Eoneksitas;

Bahwa olek Karena Judex Factie teiah tidak mempertimbangkan
bukti-bukti tersebut di atas, maka dalam putusannya menyatakan
penahanan yang dilakukan oleh Termohon/Pemohon kasasi tidak
sah, dengan demikian Judex Factie tidak melaksanakan hukum
sebagaimana mestinya, maka putusan Judex Factie harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas  keberatan-keberatan tersebit di aas
Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah
Putusan Praperadilan dapat dikasasi;

Menimbang, bahwa dalam memori kasasinya Pemohon Kasasi/
Termohon Praperadilan pada pokoknya mengemukakan baliwa Undang-
undang (KUHAP) tidak mengatur secara tegas dan jelas bahwa kasasi
terhadap putusan Praperadilan tidak diperbolehkan, Karena ity Pemohon
Kasasi/Termohon Praperadilan berpendapat bahwa putusan Praperadilan
dapat dikasasi:

Menimbang, bahwa alasan kasasi vang digjukan oleh Pemohon
kasasi/Termohon Praperadilan tersebut dapat dibenarkan karena menurut
Pasal 83 dan 244 KUHAP terhadap putusan perkara pidana yang
diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan selain dari pada
Mahkamah Agung dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah
Agung kecuali terhadap putusan bebas:

Sesuai jderagan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, putusan Praperadilan oleh
Pengadilan Negeri dan sesuai dengan ayat (2) oleh Pengadilan Tinggi
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merupakan putusan -akhir oleh Pengadilan selain dari pada Mahkamah
Agpung;

Menimbang, bahwa meskipun dalam beberapa kasus perkara,
Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa perkara Praperadilan tidak
dapat dikasasi, akan tetapi tidak satupun diantara putusan Praperadilan itu
mengenai sah atau tidak sahnya penahanan vang dilakukan Tim Penyidik
Koneksitas dalam perkara korupsi yang diduga dilakukan oleh lersangka
yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer
bersama-sama dengan tersangka vang harus diadili oleh Pengadilan
dalain lingkungan Peradilan Umum seperti dalam kasus ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan perlimbangan  tersebul  sesuqi
dengan ketentuan KUHAP di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa
kasasi terhadap putusan Praperadilan o guo dapat diterima;

Menimbang, bahwa sclanjutnya permohonan Pemohon kasasi/Ter-
mohon Praperadilan mengajukan alasan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan dalam Putusan Praperadilannya tanggal 2 Mei 2001 No. | 1/Pid.
Prap/2001/PN.Jkt.Sel., tidak menerapkan peraturan hukum atau hukum
tidak diterapkan sebagaimana mestinya seperti ditentukan dan diatur
dalam Pasal 253 ayat (1) hurula KUHAP:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan
tersebut dapat dibenarkan, karena meskipun Termohon kasasi/Pemohon
Praperadilan Prol. DR, Ir. Ginanjar Kartasasmita adalah Purnawirawan
TNI yang telah mengalami masa purnabakti sejak bulan Mei 1996, vang
disangka telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan
pejabat sipil lainnya dalam pembuatan Technical Assistance Contract
antara Pertamina dengan PT. Ustraindo Petro Gas yang dibuat tahun
1992-1993 yang pada saat itu Pemohon masih berstatus prajurit aktif,
namun dengan adanya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun
1971 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatr
dalam Pasal 24 ayat (2} telah mengecualikan ketentuan yang diatur dalam
Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi : “Penyidikan, penuntutan dan pemerik-
saan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan
oleh anggota ABRI vang ada dibawah kekuasaan Pengadilan Militer,
masing-masing dilakukan oleh petugas vang ditentukan dalam aturan
Acara Pidana masing-masing vang menurut ayat (2), kecuali ditentukan
lain dalam Undang-undang ini™;

Pengecualian yang dimaksud oleh Pasal 24 ayat (2) Undang-undang
Nomaor 3 Tahun 1971, ditentukan dan diatur dalam Pasal 26 Undang-
undang Momor 3 Tahun 1971 yang berbunyi : “Jaksa Asung selaku
Penegak Hukum dan Penuntut Umum Tertinggi dalam memimpin/

402 Vursprudens: Mafifgmal Agung &

mengkoordinir tugas  Kepolisian represiffyustisiil dalam  penyidikan
pekara-perkara korupsi yang diduga atau mengandung petunjuk telah
dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilzn dalam
lingkungan Peradilan Militer maupun oleh seorang yang harus diadili
oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum™

Menimbang, bahwa tenvata yang ditentukan dan diatur dalam Pasal
24 ayat (1) adalah tindak pidana korupsi yang pelakuknya hanya angeota
TNI, tidak dilakukan bersama-sama dengan pajabat  sipil lainnya,
sehingza menunst ketentuan i, petugas yang  melaksandkan tuéu
Kepolisian RepresiffYustisialnya adalah petugas vane ditentukan dalam
aturan Acara Fidananya masing-masing, yang menurut Pasal 69 Undang-
mr}d!m;tg Nomor 3| Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penyidiknya
dAdaian

. Atasan yang berhak menghukum:
b, Polisi Militer, dan
¢ Oditur;

Sedangkan yang diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun
1971 adalah tindak pidana korupsi vang dilakukan oleh angsota TMI
bersama-sama dengan Pejabat Sipil, karena itu tugas Kepolisian Reprsiff
lustisiilnya dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas yang keanggotannya
terdiri dari Penyidik Militer dan Penyidik Sipil yang dipimpin/dikaordinir
oleh Jaksa Agung selaku Penepak Hukum dan Penuntut Umum Tertinggi
dengan sepala kewenangannya sebagai layaknya séorang Pejabar u-alng
memimpin tugas Kepolisian Represif/Justisiil: _ -

Menimbang, bahwa hal ini dipertegas lagi dengan ketentuan yang
digtur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun [971 :.'unlz
berbumyi © ™ Bila Jaksa Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk
mengajukan  perkara korupsi  dimuka Pengadilan, maka ketentuan
sebagaimana termakiub dalam Pasal 10 Undang-undang No. | Dr. Tahun
1958 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1950 (LN. 1950 No.
53) yang mengatur Hukum Acara Pidana dan Pengadilan Ketentaraan, tidak
dipergunakan.” Ini berarti bahwa Jaksa Agunglah, bukan Pejabar ABRI
yang menentukan untuk mengajukan ke Pengadilan, perkara korupsi yang
dilakukan oleh anggota TNI bersama-sama dengan Pejabat Sipil,  Oleh
karena itu pengertian “Jaksa Agung  memimpin/mengkoordinir” yang
termaktub dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak
mempunyai pengertian fain, melainkan harus dibaca datam satu nafas
berlaku bagi anggota TNI dan Pejabat Sipil yang disangka melakukan
kejahatan Korupsi secara bersama-sama;
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Menimbang, bahwa in casw, Jaksa Agung selaku Penegak Hukum dan
dan Penuntut Umum  Tertinggi telah membentuk  Tim Koncksitas
penyidikan perkara tersangka Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita dalam
Surat Keputusannya tangeal 9 April 2001 No. Kep. 141/A/3A/04/2001,
yang keanppotaannya terdini dari Penyidik Militer yang ditunjuk oleh
Panglima ABRI herdasarkan Surat Perintah tanggal 9 April 2001 No.
Sprint/338/1V/2001 sena Jaksa Agung telah memerintahkan Tim ini untuk
melakukan penyidikan terhadap Termohon Kasasi/Pemohon Praperadilan
dalam Surat Perintahnya tanggal 9 April 2001 No. 03 1/F/FIP/04/2001 dan
telah memerintahkan untuk menahan Termohon kasasi/Pemohon Pra-
peradilan dalam Suratnya tanggal 17 April 2001 No. 052/F/FIP/04/200]
yang dilaksanakan dengan Berita Acara Penahanan tanggal 18 April 2001,
oleh karena rangkaian tindakan Jaksa Agung tersebut adalah berdasarkan
ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka tindakan Jaksa
Agung tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahlwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka alasan-alasan kasasi lainnya tidak periu dipertimbangkan lagi:

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di aras,
Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Megerl Jakarta
Sclatan tanggal 2 Mei 2001 No. 11/Pid.Frap/2001/PN Jak.Sel. tidak dapat
dipertahankan lagi, oleh karena ity harus dibatalkan dan Malkamah Agung
akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohan
kasasi/Termohon Praperadilan dikabulkan, maka biaya perkara dalam
peradilan tingkat pertama dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada
Termohon kasasiPemohon Praperadilan:

Memperhatikan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-
undang No. 35 Tahun 1999, Undang-undang No. § Tahun 1981, Undang-
undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 serta
Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JAKSA
AGLUNG REPUBLIK INDONESIA g, JAKSA AGUNG MUDA TINDAK
PIDANA KHUSUS tersebut;

Membatalkan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan tanggal 2Mei 2001 No. 11/Pid.Prap/200 1/PN, Jak.Sel.
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MENGADILI SENDIR] -

I:vfeu:,rataknn penahanan atas diti Pemohon Praperadilan/Termohon
kE‘iSE]SI Marsckal Madya (Pum)) Prol DR Ir. Ginanjar Kariasasmita vang
ditakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas vang dibentuk berdasarkan Surat
Keputusan Taksa Agung RI No. Kep. 141/A/1A04/ 2001 tanggal 9 April
2001 tentang Pembentukan Tim Koneksitas Penvidikan perkara Tersancka
]Frif. DR, Ir. Ginanjar Kartasasmita, dkk, tersebut adalah sah meuuurul
ukum;

Menghukum  Termolion kasasi/Pemaohon Praperadilan  untuk
rr:emhnyur nf:gk.us perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang unfuk
lingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupizh);

Demikianlah diputuskan dalam rapar permusyawaratan Mahkamah
Agung pada har ; Rabu, tanggal 6 Marer 2002 oleh H. Toton Suprapto,
SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung' sebagaj
Ketua Sidang, Iskandar Kamil, SH., H. Parman Soeparman, SH., H.
Sunardi Padang, SH. dan Prof. Di. I Muchsin, SH. Hakim-hakim
,Iﬂmggnta. dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari i
Juga oleh Ketua Sidang dengan dihadiri oleh [skandar Kamil, SH., H,
Parman Soeparman, SH., H. Sunardi Padang, SH. dan Prof DR H.
Mull:hsin. SH., Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Poliak Sitorus, SH.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Termo-
hon Praperadilan dan Termohon Kasasi/Pemohon Praperadilan,

HARIM-HARKIM ANt IGOTA KETU A:

ttd. ted.
ISKANDAR KAMIL, SH, H_TOTON SUPRAPTO, SH,
1td.
H. PARMAN SOEPARMAN, SH

nid,

Mﬁw,’&t\(} SH.
ted,

PROF. DI FL MUCHSIN. SH.

PANITERA PENG GANTIL,
1id.
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